








i

ABSTRAK

Agus Ryadi : Peranan Ninikmamak Dalam Membangun Demokrasi Lokal di
Kenagarian Tiku Selatan Kabupaten Agam

Nagari Tiku Selatan mempunyai 28 orang Ninikmamak. secara historis susunan
eksekutifnya disebut dengan Basa Nan Barampek yakni (Datuak Rangkayo Basa,
Datuak Rangkayo Bungsu, Rangkayo Kaciak, Datuak Rajo Dilia). Basa Nan
Barampek memiliki kekuasaan penuh dalam nagari baik dari segi ekonomi, sosial
maupun politik. Namun pasca Reformasi Ninikmamak disetarakan dengan anak
kamanakan dalam ruang politik. Kekuasaan dalam nagari lebih dominan dipegang
oleh Wali Nagari dan perangkatnya, sehingga Ninikmamak hanya sebagai mitra Wali
Nagari dalam pelaksanaan pemerintahannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penentuan informan
dalam  penelitian ini memakai  teknik purpossive sampling. Jenis datanya adalah
data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan studi
dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian
data dan triangulasi sumber. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan
cara reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan kemudian diverifikasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya pergeseran peran Ninikmamak
dalam nagari Tiku Selatan. Hal ini disebabkan oleh regulasi pemerintah daerah yang
mengkooptasi sistem pemerintahan nagari, rendahnya kualitas pendidikan formal
Ninikmamak dan pengaruh demokrasi modern berimplikasi pada eksistensi
kepemimpinannya dalam nagari. Ninikmamak di nagari Tiku Selatan saat ini
dominan mempunyai kekuasaan adat dalam kaumnya. Tentu perlu upaya-upaya bagi
Ninikmamak untuk mengembalikan peranannya seperti revitalisasi nilai-nilai adat
yang telah memudar, meningkatkan wawasan ninikmamak dan sosialisasi pada
masyarakat tentang peran ninik mamak dalam nagari.



ABSTRACT

Riyadi, Agus : The Character of Ninikmamak to build local democracy in South Tiku area
Agam regency

South Tiku area has 28 niniak mamak. Historically the executive formation is called
Basa Nan Barampek: Datuak Rangkayo Basa, Datuak Rangkayo Bungsu, Rangkayo Kaciak,
Datuak Rajo Dilia. Basa Nan Barampek has an authorization in economy, social nor politic
aspects. Eventough pasca reformasi, niniak mamak is equaled to anak kamanakan in politic
aspect. Authorization in that area dominant hold by wali nagari and rows, with the result  that
niniak mamak is only as a partner  wali nagari in implementation on that government.

This research used qualitative descriptive method. The informant is determined by using
purposive sampling technique. The data are primer and secondary that collected by interview
and documentation study. The validity of the data used by reduction data technique, presentation
data and triangulation source. The data was analyzed by reduction data, display data and take a
conclusion and then verification.

The result showed that there was mutation of the character niniak mamak in democracy
arrangement in south tiku area caused by the regulation of the local government that
“mengkooptasi” local government system, low of formal education quality of niniak mamak that
implicate to the existence of leadership in that area. Nowadays, Niniak mamak in south tiku has a
dominance authorization custom in their clan. It needs efforts of Niniak mamak to deport its
characters such as revitalization of custom value that fade away, increase the knowledge of
niniak mamak itself and do socialitation to the society about the character of niniak mamak in
that area.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Adat bagi masyarakat Minangkabau merupakan roh kehidupan, 

sehingga berbagai upaya akan dilakukan masyarakat untuk tetap 

mempertahankan keberadaan adat itu sendiri. Tradisi masyarakat 

Minangkabau, demokrasi di institusionalisasikan melalui institusi rapek 

(rapat) sebuah dewan musyawarah mufakat untuk mencari, merumuskan dan 

menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. 

Namun sebagai masyarakat yang dinamis, intervensi dan gempuran 

budaya tidaklah mungkin dihindari. Maka sangat di perlukan upaya untuk 

memposisikan adat seperti tetap pada esensinya yang membuat masyarakat 

Minangkabau tetap mampu mempertahankan adat itu sendiri ditengah 

derasnya arus perubahan dan intervensi budaya luar yang masuk kedalam 

kehidupan masyarakatnya. 

Nagari yang disebut dengan republik mini mempunyai pemerintahan 

sendiri. Nagari pada dasarnya diperintahi oleh Kerapatan Adat Nagari yang 

anggotanya terdiri dari penghulu suku dan dan kepala kaum yang komposisi 

dan jumlahnya tergantung dengan adat masing-masing (Manan, Imran 1995).  

Susunan Kerapatan Adat tergantung kepada laras yang di pakai. Menurut adat 

Koto-Piliang kerapatan adat dipimpin oleh penghulu pucuak, yang memegang 

kekuasaan tertinggi yang kedudukannya tetap dan tidak bergilir. Sedangkan 

menurut adat Bodi-Caniago kerapatan adat dipimpin oleh salah satu dari 
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penghulu empat suku yang secara bergiliran menjadi ketua dari kerapatan 

adat. (Kemal, Iskandar. 2009:139-139).  

Dalam masyarakat tradisional minangkabau, kepemimpinan ninik 

mamak merupakan salah satu unsur kepemimpinan “tungku tigo sajarangan” 

yang terdiri dari para ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai. Peran 

ninik mamak berkaitan dengan adat dan hubungan kedalam dan negosiasi 

keluar nagari. Sebelum masuknya Islam, niniak mamak merupakan pemimpin 

resmi masyarakat Minangkabau yang kuat dan berwibawa terutama sekali 

dalam nagari. Menurut Mochtar Naim (2004), 

Selain ninikmamak pemerintahan nagari di Minangkabau juga tidak 

terlepas dengan kehadiran Bundo Kanduang. Dalam praktek kehidupan dia 

adalah perempuan yang disegani, dihormati, dan dimuliakan karena 

karismanya, kecerdasannya, dan kepiawaiannya mengelola dan memimpin 

semua orang yang tinggal dalam Rumah Gadang. Meski tidak memiliki 

kekuasaan secara formal, Bundo Kanduang tetap saja menjadi komponen yang 

harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. 

Pada dasarnya, nagari disusun berdasarkan prinsip-prinsip sistem 

kekerabatan matrilineal dan teritorial. Sebagai unit pemerintahan terendah, 

nagari adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui 

Kerapatan Adat Nagari yang berfungsi sebagai badan eksekutif, legislatif dan 

yudikatif merunut trias politica Montesque. Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

juga mewakili kepentingan nagari terhadap nagari-nagari lainnya ataupun 

struktur kekuasaan lebih tinggi (Rafni dan Suryanef, 2005:353-354).  
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Sebelum adanya intervensi penjajahan Hindia Belanda nagari-nagari di 

Minangkabau berjalan dengan sistem pemerintahan tradisional yang mengacu 

pada kesatuan teritorial dan menurut garis keturunan (Pador, Zenwen. 2002:2). 

Dalam mengatur kehidupan bernagari, masyarakat mensinergikan antara nilai 

agama dan nilai adat (syarak mangato adat mamakai), adat basandi syarak-

syarak basandi kitabullah (Alrafni,dkk.2008:24-25) 

Kemudian dari itu, dengan di implementasikannya Undang-undang 

nomor 5 tahun 1979  nagari dipecah-pecah menjadi desa-desa. Pada masa ini 

desa yang menjadi unit pemerintahan terendah. (Manan, Imran. 1995:89). Hal 

ini memberikan perubahan kedalam bentuk sistem pemerintahan nagari, 

nagari yang menjadi republik mini dan mengurusi rumah tangganya sendiri 

sekarang telah di seragamkan dengan pemerintahan terendah lainnya. Disini 

jelas bahwasanya nagari di jalankan sesuai dengan penyeragaman oleh 

pemerintah pusat.  

Kendati demikian untuk mempertahankan eksistensi nagari di 

Minangkabau maka diterbitkan peraturan daerah Propinsi  Sumatera Barat No 

13 tahun 1983 tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. 

Nagari mempunyai otonomi (kemandirian) dalam membangun organisasi 

kekuasaan dan pemerintahan sendiri, keleluasaan mengambil keputusan lokal,  

mengelola pemerintahan sehari-hari secara mandiri, mengelola sumberdaya 

lokal sendiri, mengelola interaksi sosial, mempunyai pola pengelolaan konflik 

dan sistem peradilan sendiri.  
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Berakhirnya era Orde Baru di tahun 1998  merupakan babak baru bagi 

perkembangan demokrasi lokal di Sumatera Barat. Kejatuhan masa Orde Baru 

telah membuka gerbang transisi bagi nagari untuk menuju sebuah konsep 

demokrasi. Hal ini di tandai dengan  reorganisasi pemerintahan desa kedalam 

pemerintahan nagari melalui Perda No 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok 

Pemerintahan Nagari  kemudian diperbaharui dengan Perda No.2 tahun 2007, 

elit-elit Minangkabau kembali perhatian pada adat dan institusi yang 

merupakan bagian dari pemerintahan lokal, tetapi hanya sebatas pada 

semangat wawasan yang populis, nostalgia, dan berorenatasi pada masa 

kejayaan pemerintahan nagari sebelum kemerdekaan. Sayangnya, semangat 

nostalgia pemerintahan lokal di Sumatera Barat itu sendiri sangat bertolak 

belakang dengan identitas Minangkabau. Elit Minangkabau agak ambigu 

dalam memahami makna dari sebuah demokrasi lokal.(Tengku Rika 

Valentina,dkk.2009) 

Dalam tradisi nagari di Minangkabau ninik mamak mempunyai peran 

dalam kehidupan politik nagari. Sekarang setelah kurang lebih 20 tahun di 

Sumatera Barat kehidupan bernagari menghilang dan baru dihidupkan lagi 

tahun 2000-an. Hal ini  menarik untuk melihat bagaimana peran penghulu 

dalam nagari setelah kembali ke nagari. Terdapat perbedaan peran penghulu 

dalarn nagari sebelum tahun 1980-an dengan setelah kembali ke nagari 

sekarang ini. Disekitar tahun 1980-an sebelum nagari menjadi desa peran 

penghulu sangat besar dalam pemerintahan nagari. 
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Namun ada kekuatan dahsyat yang menghantam demokrasi lokal di 

Minangkabau pasca jatuhnya rezim Orde Baru yang menjalankan sistem 

demokrasi modern. Kini, setelah demokrasi digeser ke arah modern yang 

basisnya impor dari Eropa yang berlandaskan individualisme, sementara itu 

basis demokrasi Minangkabau ialah komunalitas - kebersamaan. Demokrasi di 

Minangkabau diteguhkan oleh eksistensi suku, dan kaum. Dalam bentuk ini, 

ninik mamak merupakan keniscayaan bagi berlangsungnya demokrasi. Ada 

kekuatan musyawarah dan mufakat yang lahir dari sistem demokrasi ini.  

Kenyataannya, ninik mamak disetarakan dengan anak kamanakan 

dalam ruang politik.  Maka tak ayal, ninik mamak tidak lagi memiliki 

legitimasi melainkan hanya sebatas simbol kultural yang tak bertaring lagi di 

dalam nagari. Maka tidak berlebihan jika dalam tradisi politik di 

Minangkabau,  tidak pernah terdengar istilah pemilihan langsung. Berbeda 

dengan sudut pandang demokrasi modern yang mana partisipasi perseorang 

dalam menentukan kepemimpinan politik sangat mutlak adanya. 

Implementasi sistem demokrasi langsung di nagari bahkan mendahului 

implementasi demokrasi langsung secara nasional pada Pilpres yang baru 

dimulai tahun 2004 maupun pilkada tahun 2005. Masalahnya kemudian, nilai 

musyawarah mufakat yang menjadi salah satu inti demokrasi perwakilan di 

Minang memudar secara signifikan.  

Sekarang peran ninik mamak dalam nagari tidak sedominan pada masa 

sebelum tahun 1980-an. KAN tidak terlalu menentukan lagi dalam 

pemerintahan nagari, tugas KAN adalah mengurus masalah sako dan pusako 
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artinya mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan adat dan harta 

pusaka. Pemerintahan nagari dominan ditentukan oleh  Wali Nagari dan 

perangkatnya.(Asrinaldi:2009), 

Kemudian Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 

tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan peluang yang luas untuk 

melakukan proses transisi demokrasi di tingkat lokal. Transisi demokrasi lokal 

dalam wujud desentralisasi merupakan kebijakan negara yang dibutuhkan 

untuk mendukung otonomi nagari. ketika nagari berada dalam formasi negara. 

Prinsip dasar transisi demokrasi adalah pengakuan negara terhadap eksistensi 

nagari  sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang kemudian diikuti 

dengan pembagian kekuasaan, kewenangan , sumberdaya dan tanggungjawab 

kepada nagari . 

Nagari sebagai miniatur negara memiliki pembagian kekuasaan yang 

terdiri dari pemerintahan eksekutif dijalankan oleh Wali Nagari, 

pemerintahan legislatif dipegang oleh BAMUS, pemerintahan yudikatif 

dipegang oleh KAN. Ketiga lembaga yang mengisi pemerintahan nagari ini 

diharapkan mampu bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan 

pemerintahan nagari. Namun dalam implementasinya, pemerintahan nagari 

lebih dominan ditentukan oleh Wali Nagari dan perangkatnya. Posisi ninik 

mamak sebagai pemegang kekuasaan yudikatif cenderung terabaikan dan 

bahkan penghulu tidak terlalu diperhitungkan.  

Nagari Tiku Selatan merupakan salah satu nagari yang berada di 

kecamatan Tanjung Mutiara yang merupakan daerah pesisir pantai. Nagari 
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Tiku Selatan termasuk kepada bagian daerah Luhak Agam di Minangkabau. 

Secara historis pola adat masyarakat Tiku Selatan ialah sistem kelarasan 

Koto-Piliang yang digagaskan oleh datuak Katumangguangan yang menganut 

falsafah titiak dari ateh (Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo.2012:38). Hal ini 

menggambarkan bahwa besarnya peran penghulu dalam menjalankan sistem 

pemerintahan nagari, dalam sistem kelarasan Koto-Piliang kedudukan ninik 

mamak tidaklah sama melainkan mempunyai tingkatan atau kedudukan 

sendiri, dalam tambo minangkabau disebutkan bajanjang naiak batanggo 

turun artinya ada hirarki dalam sistem ini, dan hirarki itu selalu ada dalam 

struktur pemerintahan. Terutama adanya batasan  antara mamak dengan 

kamanakan dalam bidang sosial politik kemasyarakatan. (Julius Dt. Malako 

Nan Putiah.2004:155) 

Nagari Tiku, memiliki susunan eksekutif yang disebut dengan Basa 

Nan Barampek yakni (Datuak Rangkayo Basa, Datuak Rangkayo Bunsu, 

Datuak Rajo Dilia, Rangkayo Kaciak) mereka ini dibantu oleh tiga Parik 

Paga sebagai penjaga sipadan, Mereka ini adalah Pamuncak di Gasan Ketek, 

Pamuncak Bandaro di Bukit Malintang dan Rangkayo Mulie di Muaro Putuih 

7 panghulu andiko, Para datuk Andiko ini tak ada batasan jumlahnya, datuk 

Andiko inilah yang memimpin dan mengatur anak kemenakan yang berada di 

suku masing-masing. Gelar datuk yang mereka dapatkan adalah pemberian 

dari Basa nan Barampek atas permintaan dari kaumnya. Para penghulu kaum 

ini selalu diikutsertakan oleh Basa Nan Barampek dalam berbagai masalah 

adat. Inilah bukti system demokrasi adat nagari Tiku yang telah berjalan 
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ratusan tahun lamanya, yang indak lakang dek paneh, indak lapuak dek 

hujan.  Selain itu Basa Nan Barampek juga dibantu oleh satu Panghulu 

Hakim, imam dan khatib, labai nagari, penghulu bungo karang (orang yang 

memiliki jasa besar bagi anak kemanakan serta mengharumkan nama nagari). 

Para perangkat nagari ini sudah memiliki fungsi dan tugas masing-masing. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan menulisnya dalam bentuk skripsi, dengan judul Peranan Ninik 

Mamak Dalam Membangun Demokrasi Lokal di Kenagarian Tiku 

Selatan, Kabupaten Agam. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyusun identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Intervensi dan gempuran budaya global yang mengancam eksistensi nilai-

nilai budaya lokal minangkabau (induvialisme). 

2. Setelah kurang lebih 20 tahun di Sumatera Barat kehidupan bernagari 

menghilang dan baru dihidupkan lagi pada awal tahun 2000-an. 

3. Posisi penghulu sebagai pemegang kekuasaan yudikatif cenderung 

terabaikan dan bahkan penghulu tidak terlalu diperhitungkan. 

4. Sistem pemerintahan nagari saat ini bertolak belakang dengan sistem 

pemerintahan nagari sebelum era Reformasi. 
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5. Adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengkooptasi pelaksanaan 

sistem pemerintahan nagari yang lebih dominan dibandingkan niniak 

mamak. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar tidak terjadi 

pengambangan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis membatasi 

masalah yaitu bagaimana peran ninik mamak dalam membangun demokrasi 

lokal dalam pemerintahan nagari di kenagarian Tiku Selatan kabupaten Agam. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis menyusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran ninik mamak dalam membangun demokrasi lokal di 

kenagarian Tiku Selatan kabupaten Agam? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan bergesernya peran ninik mamak 

dalam membangun demokrasi lokal di kenagarian Tiku Selatan kabupaten 

Agam? 

3. Bagaimana upaya ninik mamak dalam mengembalikan perannya dalam 

membangun demokrasi lokal di kenagarian Tiku Selatan kabupaten Agam? 

 

E. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan, maka penelitian ini difokuskan kepada 

faktor-faktor yang mempengaruhi bergesernya peran ninik mamak dalam 
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membangun demokrasi lokal dalam pemerintahan nagari di kenagarian Tiku 

Selatan kabupaten Agam. 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peranan ninik mamak dalam membangun 

demokrasi lokal. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

bergesernya peran ninik mamak dalam membangun demokrasi lokal. 

3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari bergesernya peran 

ninik mamak dalam membangun demokrasi lokal. 

G. Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan peneltian ini, maka penelitian ini bermanfaat 

untuk antara lain : 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan 

wawasan dan pengetahuan baru kepada berbagai kalangan seperti 

kalangan akademisi khususnya pada tingkat perguruan tinggi dan 

umumnya pada masyarakat luas lainnya yang tertarik tentang 

pergeseran peran niniak mamak dalam membangun demokrasi 

lokal. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

implikasi kepada kebijakan yang diambil Pemerintahan Daerah 

dalam pelaksanaan sistem demokrasi bernagari. 
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